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Lampiran 2: Kuesioner 

KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP 
PENGELOLAAN DANA DESA 

(STUDI KASUS DI DESA-DESA KABUPATEN TAKALAR) 

A. Data Responden 

Nama responden  : 

Tanggal pengisian  : 

Umur   : 

Jenis kelamin  : Laki-laki / Perempuan 

Pendidikan terakhir : 

o SLTA / Sederajat 

o Diploma (D3) 

o Strata 1 (Sarjana) 

o Strata 2 (Master) 

o Strata 3 (Doktor) 

Latar belakang pendidikan : 

Jabatan saat ini     : 

Lama jabatan     : 
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B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan terkait penerapan prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pernyataan berikut akan 

mengukur tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa baik 

pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.  

Terdapat lima (5) alternatif jawaban, yaitu: 

1 = STS  = Sangat Tidak Setuju 

2 =  TS  = Tidak Setuju 

3 =   N  = Netral 

4 =   S  = Setuju 

5 =  SS  = Sangat Setuju 

Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara 

sesuai dengan pertanyaan yang ada.  

C. Daftar Pertanyaan Kuesioner 

Pernyataan (1) untuk variabel Perencanaan. 

 
 
NO. 

 
 

PERNYATAAN 

 
JAWABAN 

 

SS 
(5) 

S 
(4) 

N 
(3) 

TS 
(2) 

STS 
(1) 

1. Penyusunan rencana 
penggunaan Dana Desa 
dilakukan dengan cara 
Musyawarah yang melibatkan 
unsur-unsur masyarakat 

     

2. Masyarakat memiliki akses 
untuk mendapatkan informasi 
mengenai rencana 
penggunaan Dana Desa 
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3. Aparat pemerintah Desa 
menyediakan informasi yang 
tepat dan akurat mengenai 
jumlah Dana Desa kepada 
masyarakat 

     

4. Aparat pemerintah Desa 
membuat laporan mengenai 
rincian dana dan kegiatan 
penggunaan Dana Desa 
kepada masyarakat 

     

5. Tim pelaksana turut hadir 
dalam rapat rencana 
penggunaan Dana Desa 

     

6. Kepentingan publik menjadi 
perhatian dan pertimbangan 
utama dalam penyusunan 
rencana penggunaan Dana 
Desa 

     

7. Aspirasi masyarakat menjadi 
dasar dalam rangka 
penyusunan rencana 
penggunaan Dana Desa 

     

 

Pernyataan (2) untuk variabel Pelaksanaan. 

 
NO. 

 
 

PERNYATAAN 

 
JAWABAN 

 

SS 
(5) 

S 
(4) 

N 
(3) 

TS 
(2) 

STS 
(1) 

1. Proses pelaksanaan Dana 
Desa dilakukan secara terbuka 

     

2. Anggaran Dana Desa dikelola 
dengan memanfaatkan dana 
sebaik mungkin yang 
berorientasi kepada 
kepentingan publik 

     

3. Anggaran Dana Desa dikelola 
secara efektif dimana semua 
program atau kegiatan yang 
ditargetkan dapat mencapai 
hasil yang telah ditetapkan 

     

4. Aparat pemerintah Desa 
menyediakan informasi 
mengenai laporan berkala 
penggunaan Dana Desa 

     

5. Masyarakat dapat mengakses 
informasi mengenai laporan 
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berkala penggunaan Dana 
Desa 

6. Masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam proses 
pelaksanaan Dana Desa 

     

7. Tim pelaksana terlibat dalam 
rapat rencana penggunaan 
Dana Desa oleh masyarakat 
desa 

     

 

Pernyataan (3) untuk variabel Pertanggungjawaban. 

 
NO. 

 
 

PERNYATAAN 

 
JAWABAN 

 

SS 
(5) 

S 
(4) 

N 
(3) 

TS 
(2) 

STS 
(1) 

1. Hasil pelaksanaan Dana Desa 
diinformasikan secara terbuka 

     

2. Aparat pemerintah Desa 
menyediakan informasi 
mengenai laporan 
pertanggungjawaban Dana 
Desa 

     

3. Masyarakat dapat mengakses 
informasi mengenai laporan 
pertanggungjawaban Dana 
Desa 

     

4. Aparat pemerintah Desa 
menyediakan informasi 
mengenai dokumen hasil-hasil 
pelaksanaan Dana Desa 

     

5. Masyarakat dapat mengakses 
informasi mengenai dokumen 
hasil pelaksanaan Dana Desa 

     

6. Tim pelaksana membuat 
laporan berkala mengenai 
penerimaan Dana Desa dan 
realisasi belanja Dana Desa 

     

7. Tim pelaksana membuat 
laporan akhir mengenai 
perkembangan pelaksanaan, 
masalah yang dihadapi dan 
rekomendasi penyelesaian hasil 
akhir penggunaan Dana Desa 

     

8. Penyajian anggaran Dana Desa 
telah menyertakan informasi 
masa lalu 
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9. Laporan pertanggungjawaban 
tahunan anggaran Dana Desa 
selalu tepat waktu 

     

10. Anggaran Dana Desa 
dipertanggungjawabkan kepada 
otoritas yang lebih tinggi dan 
kepada masyarakat Desa 
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Lampiran 3: Daftar pertanyaan wawancara 

A. Tahap Perencanaan 

1. Apakah proses perencanaan sudah transparan? Bagaimana pemerintah 

desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi? 

2. Bagaimana mekanisme tahap perencanaan penggunaan dana desa? 

3. Siapa yang hadir dalam musyawarah? 

4. Bagaimana pemerintah desa menanggapi dan mengakomodir segala 

masukan dari peserta musyawarah? 

 

B. Tahap Pelaksanaan 

1. Bagaimana mekanisme proses pencairan dana desa? 

2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 

pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana desa? 

3. Bagaimana melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan 

dana desa? 

4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh desa? 

 

C. Tahap Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 

tahap pertanggungjawaban? 

2. Apa saja jenis pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa? 

3. Apa kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban 

administrasi? 

4. Bagaimana mekanisme proses pelaporan? 

5. Apakah semua yang direncanakan sudah sesuai dengan hasil 

pelaksanaan program dana desa? 
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Lampiran 4: Daftar Responden 

1. Daftar responden di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, 

Kabupaten Takalar 

No. 
Nama 

Responden 
Umur 

Jenis 
Kelamin 

Pendidikan 
Terakhir 

Jabatan 

1. Syafaruddin 41 Tahun Laki-laki S2 Kepala Desa 

2. Firman 32 Tahun Laki-laki S2 Sekretaris Desa 

3. Muh. Saleh 36 Tahun Laki-laki S1 
Kepala Urusan 

Keuangan 

4. Rahmatiah 45 Tahun Perempuan 
SLTA/ 

Sederajat 
Kepala Urusan 

Umum 

5. Anas 25 Tahun Laki-laki S1 
Kepala Urusan 
Perencanaan 

6. Zainal Aqli 32 Tahun Laki-laki 
SLTA/ 

Sederajat 
Kepala Seksi 
Pelayanan 

7. Siswanto 27 Tahun Laki-laki S1 
Kepala Seksi 
Pemerintahan 

8. Hartati 36 Tahun Perempuan S1 BPD 

9. Musmulyadi 32 Tahun Laki-laki 
SLTA/ 

Sederajat 
Sekretaris BPD 

10. Sudirman 22 Tahun Laki-laki 
SLTA/ 

Sederajat 
Anggota LPM 
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2. Daftar Responden di Desa Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong 

Utara, Kabupaten Takalar 

No. 
Nama 

Responden 
Umur 

Jenis 
Kelamin 

Pendidikan 
Terakhir 

Jabatan 

1. M. Harahap 56 Tahun Laki-laki S1 Kepala Desa 

2. Abd. Rasyid 30 Tahun Laki-laki S1 
Sekretaris 

Desa 

3. Hamzah 27 Tahun Laki-laki S1 
Kepala Urusan 

Keuangan 

4. Hasmudiarti 38 Tahun Perempuan 
SLTA/ 

Sederajat 
Kepala Urusan 
Perencanaan 

5. Syuhardiansyah 28 Tahun Laki-laki S1 
Kepala Seksi 
Pemerintahan 

6. Rahmatiah 49 Tahun Perempuan 
SLTA/ 

Sederajat 
Kepala Seksi 

Pelayanan 

7. Sudarmin Sunni 47 Tahun Laki-laki 
SLTA/ 

Sederajat 
Ketua BPD 

8. H. Irwan .B 49 Tahun Laki-laki S1 Ketua LPM 

9. M. Fajrin Jabir 30 Tahun Laki-laki S1 
Kepala Dusun 
Bontoa Utara 

10. Hj. Hasrawati 45 Tahun Perempuan S2 Ketua Pokja II 
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Lampiran 5: Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses perencanaan, Desa Laikang 

 
 
NO 

 
 

PERNYATAAN 

 
JAWABAN 

SS 
(5) 

 
% 

S 
(4) 

 
% 

N 
(3) 

 
% 

TS 
(2) 

 
% 

STS 
(1) 

 
% 

1. Penyusunan rencana penggunaan Dana Desa dilakukan dengan 
cara Musyawarah yang melibatkan unsur-unsur masyarakat 7 70 3 30 0 

 
0 
 

0 0 0 
 

0 
 

2. Masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi 
mengenai rencana penggunaan Dana Desa 

2 20 8 80 0 0 0 0 0 0 

3. Aparat pemerintah Desa menyediakan informasi yang tepat dan 
akurat mengenai jumlah Dana Desa kepada masyarakat 

4 40 6 60 0 0 0 0 0 0 

4. Aparat pemerintah Desa membuat laporan mengenai rincian dana 
dan kegiatan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat 

5 50 5 50 0 0 0 0 0 0 

5. Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan Dana 
Desa 

4 40 6 60 0 0 0 0 0 0 

6. Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama 
dalam penyusunan rencana penggunaan Dana Desa 

5 50 5 50 0 0 0 0 0 0 

7. Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan 
rencana penggunaan Dana Desa 

4 40 6 60 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 6: Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses pelaksanaan, Desa Laikang 

 
 
NO 

 
 

PERNYATAAN 

 
JAWABAN 

SS 
(5) 

 
% 

S 
(4) 

 
% 

N 
(3) 

 
% 

TS 
(2) 

 
% 

STS 
(1) 

 
% 

1. Proses pelaksanaan Dana Desa dilakukan secara terbuka 6 60 3 30 1 10 0 0 0 0 

2. Anggaran Dana Desa dikelola dengan memanfaatkan dana 
sebaik mungkin yang berorientasi kepada kepentingan publik 

6 60 4 40 0 0 0 0 0 0 

3. Anggaran Dana Desa dikelola secara efektif dimana semua 
program atau kegiatan yang ditargetkan dapat mencapai hasil 
yang telah ditetapkan 

3 30 7 70 0 0 0 0 0 0 

4. Aparat pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai 
laporan berkala penggunaan Dana Desa 

2 20 8 80 0 0 0 0 0 0 

5. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan 
berkala penggunaan Dana Desa 

4 40 6 60 0 0 0 0 0 0 

6. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Dana 
Desa 

2 20 6 60 2 20 0 0 0 0 

7. Tim pelaksana terlibat dalam rapat rencana penggunaan Dana 
Desa oleh masyarakat desa 

1 10 9 90 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 7: Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses pertanggungjawaban, Desa Laikang 

 
 
NO 

 
 

PERNYATAAN 

 
JAWABAN 

SS 
(5) 

 
% 

S 
(4) 

 
% 

N 
(3) 

 
% 

TS 
(2) 

 
% 

STS 
(1) 

 
% 

1. Hasil pelaksanaan Dana Desa diinformasikan secara terbuka 5 50 5 50 0 0 0 0 0 0 

2. Aparat pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai 
laporan pertanggungjawab-an Dana Desa 

4 40 5 50 1 10 0 0 0 0 

3. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan 
pertanggungjawab-an Dana Desa 

1 10 8 80 1 10 0 0 0 0 

4. Aparat pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai 
dokumen hasil-hasil pelaksanaan Dana Desa 

1 10 8 80 1 10 0 0 0 0 

5. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai dokumen hasil 
pelaksanaan Dana Desa 

2 20 6 60 2 20 0 0 0 0 

6. Tim pelaksana membuat laporan berkala mengenai penerimaan 
Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa 

2 20 8 80 0 0 0 0 0 0 

7. Tim pelaksana membuat laporan akhir mengenai perkembangan 
pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi 
penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa 

2 20 8 80 0 0 0 0 0 0 

8. Penyajian anggaran Dana Desa telah menyertakan informasi 
masa lalu 

1 10 5 50 4 40 0 0 0 0 

9. Laporan pertanggungjawab-an tahunan anggaran Dana Desa 
selalu tepat waktu 

4 40 5 50 1 10 0 0 0 0 

10. Anggaran Dana Desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas 
yang lebih tinggi dan kepada masyarakat Desa 

5 50 5 50 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 8: Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses perencanaan, Desa Bontokaddopepe 

 
 
NO 

 
 

PERNYATAAN 

 
JAWABAN 

SS 
(5) 

 
% 

S 
(4) 

 
% 

N 
(3) 

 
% 

TS 
(2) 

 
% 

STS 
(1) 

 
% 

1. Penyusunan rencana penggunaan Dana Desa dilakukan dengan 
cara Musyawarah yang melibatkan unsur-unsur masyarakat 

9 90 1 10 0 0 0 0 0 0 

2. Masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi 
mengenai rencana penggunaan Dana Desa 

9 90 1 10 0 0 0 0 0 0 

3. Aparat pemerintah Desa menyediakan informasi yang tepat dan 
akurat mengenai jumlah Dana Desa kepada masyarakat 

10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Aparat pemerintah Desa membuat laporan mengenai rincian dana 
dan kegiatan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat 

8 80 1 10 1  10 0 0 0 0 

5. Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan Dana 
Desa 

10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama 
dalam penyusunan rencana penggunaan Dana Desa 

7 70 3 30 0 0 0 0 0 0 

7. Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan 
rencana penggunaan Dana Desa 

8 80 2 20 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 9: Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses pelaksanaan, Desa Bontokaddopepe 

 
 
NO 

 
 

PERNYATAAN 

 
JAWABAN 

SS 
(5) 

 
% 

S 
(4) 

 
% 

N 
(3) 

 
% 

TS 
(2) 

 
% 

STS 
(1) 

 
% 

1. Proses pelaksanaan Dana Desa dilakukan secara terbuka 9 90 1 10 0 0 0 0 0 0 

2. Anggaran Dana Desa dikelola dengan memanfaatkan dana sebaik 
mungkin yang berorientasi kepada kepentingan publik 

9 90 1 10 0 0 0 0 0 0 

 
3. 

Anggaran Dana Desa dikelola secara efektif dimana semua program 
atau kegiatan yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah 
ditetapkan 

6 60 4 40 0 0 0 0 0 0 

4. Aparat pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai laporan 
berkala penggunaan Dana Desa 

6 60 3 30 1 10 0 0 0 0 

5. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan berkala 
penggunaan Dana Desa 

4 40 5 50 1 10 0 0 0 0 

6. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Dana 
Desa 

8 80 2 20 0 0 0 0 0 0 

7. Tim pelaksana terlibat dalam rapat rencana penggunaan Dana Desa 
oleh masyarakat desa 

6 60 4 40 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 10: Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses pertanggungjawaban, Desa Bontokaddopepe 

 
 
NO 

 
 

PERNYATAAN 

 
JAWABAN 

SS 
(5) 

 
% 

S 
(4) 

 
% 

N 
(3) 

 
% 

TS 
(2) 

 
% 

STS 
(1) 

 
% 

1. Hasil pelaksanaan Dana Desa diinformasikan secara terbuka 9 90 1 10 0 0 0 0 0 0 

2. Aparat pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai 
laporan pertanggungjawab-an Dana Desa 

7 70 3 30 0 0 0 0 0 0 

3. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan 
pertanggungjawab-an Dana Desa 

4 40 6 60 0 0 0 0 0 0 

4. Aparat pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai 
dokumen hasil-hasil pelaksanaan Dana Desa 

4 40 6 60 0 0 0 0 0 0 

5. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai dokumen hasil 
pelaksanaan Dana Desa 

1 10 9 90 0 0 0 0 0 0 

6. Tim pelaksana membuat laporan berkala mengenai penerimaan 
Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa 

7 70 2 20 1 10 0 0 0 0 

7. Tim pelaksana membuat laporan akhir mengenai perkembangan 
pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi 
penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa 

6 60 3 30 0 0 1 10 0 0 

8. Penyajian anggaran Dana Desa telah menyertakan informasi 
masa lalu 

3 30 6 60 0 0 1 10 0 0 

9. Laporan pertanggungjawab-an tahunan anggaran Dana Desa 
selalu tepat waktu 

6 60 1 10 3 30 0 0 0 0 

10. Anggaran Dana Desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas 
yang lebih tinggi dan kepada masyarakat Desa 

7 70 3 30 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



116 
 

 
 

Lampiran 11: Daftar Jawaban Wawancara dalam proses perencanaan, Desa Laikang 

TAHAP PERENCANAAN 

NO. PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 

1. 

Apakah proses 
perencanaan 
sudah transparan? 
Bagaimana 
pemerintah desa 
mewujudkan 
prinsip 
transparansi dan 
partisipasi? 

“Ya betul, sekarang kita sudah jalankan itu, sudah ada transparansi mulai 
dari segi aspek pembangunan untuk pemberdayaan dan segala sesuatunya 
yang menyangkut untuk masyarakat di Desa laikang. Jadi sebelumnya kita 
sudah ada perencanaan dari awal. Sebelum kita menyusun APBDesa itu, kita 
sudah rencanakan apa-apa saja yang kita akan lakukan atau kita programkan 
untuk tahun mendatang.”  

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 

“Dari pertama kan disini transparan mulai dari perencanaan melibatkan 
semua unsur masyarakat, terus ada papan transparansi namanya, disitu 
semua terpampang apa yang dilaksanakan dalam satu tahun ini, terus sambil 
informasi ke masjid-masjid bahwa ini yang dibangun di desa dalam satu 
tahun.”  

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Kalau proses perencanaan kita untuk saat ini saya bisa mengatakan bahwa 
kita sudah transparansi karena prosesnya itu mulai dari musyawarah dusun, 
hasil musyawarah dusun masuk lagi dimusyawarah desa, dari musyawarah 
desa itu diramu lagi oleh tim pelaksana desa. Jadi mengenai ini, itu sudah 
transparansi, itu melibatkan semua unsur masyarakat.”  

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 Juni 
2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 

 

2. 

 

Bagaimana 
mekanisme tahap 
perencanaan 
penggunaan dana 
desa? 

“Untuk perencanaan itu mekanismenya ya kita kumpul duduk bersama 
dengan masyarakat dengan BPD untuk menyusun apa-apa saja yang 
nantinya kita akan programkan kedepannya. Setelah itu namanya kita 
mengadakan musyawarah dusun, setelah musyawarah dusun barulah masuk 
di tahap musyawarah desa.” 

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 
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“mekanisme tahap perencanaan mulai dari penyusunan galian informasi dari 
masyarakat terus ditampung di desa terus dimusyawarahkan yang mana 
yang mau dikerja yang paling prioritas.”  

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Mekanisme tahap perencanaan ya itu tadi, dari awal itu disusun dulu di 
dusun, setelah disusun dari dusun kemudian masuk ke desa, baru desa lagi 
itu diramu lagi oleh tim memang ada tim verifikasi, setelah itu jadi, itu lagi 
dimusyawarahkan kembali. Setelah itu barulah masuk ke tahap finalisasi.”  

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 Juni 
2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 

3. 

 

 

 

Siapa yang hadir 
dalam 
musyawarah? 

 

 

“Untuk  musyawarah dusun masing-masing per dusun dipimpin kepala 
dusunnya dengan perwakilan BPD bersama tokoh masyarakat. Terus kalau 
musyawarah desa itu dipimpin langsung oleh Kepala Desa, perangkat desa, 
semua kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, 
dan ketua BPD bersama jajarannya semua hadir.”  

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 

“Yang hadir terutama tokoh masyarakat, yang kedua dari pemuda, tokoh-
tokoh agama, yang jelasnya semua elemen dalam masyarakat terwakili dari 
petani, dari petani rumput laut, pemerintah desa, dan BPD.”  

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Dalam musyawarah itu yang hadir adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, 
LSM atau lembaga yang ada di desa, BPD, pokoknya semua unsur yang ada 
di pemerintahan itu terlibat.“ 

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 Juni 
2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 

 

4. 

Bagaimana 
pemerintah desa 
menanggapi dan 
mengakomodir 

“Kita menampung semua saran-saran atau masukan-masukan dari peserta 
rapat atau peserta yang sempat hadir kemudian kita tetapkan kita catat 
semua masukan atau saran-saran yang masuk kemudian kita akan pilah 
yang mana sebenarnya yang paling cocok untuk kita realisasikan terlebih 

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
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segala masukan 
dari peserta 
musyawarah? 

 

 

dahulu.”  13:05 menit 

“Semua masukan dari masyarakat ditampung di desa tetapi kami ada tim 
disini itu yang bekerja merumuskan yang mana yang paling prioritas, habis itu 
kita cek lapangan dan kita ajukan ke BPD, disetujui itu yang dikerjakan.”  

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Kan dana desa itu diperuntukkan untuk pembangunan desa Laikang jadi 
otomatis semua masukan-masukan dari dusun itu dibuatkan lagi 
klasifikasinya mana yang paling urgen yang paling dibutuhkan itulah yang 
menjadi target untuk dikelola masuk di dana desa. Jadi kita sesuaikan 
dengan kebutuhan dan prioritas karena dana desa itukan terbagi, ada untuk 
pemberdayaan 60%, 40% adalah pembangunan fisik. Dari situ semua 
diklasifikasi mana yang paling utama disetiap dusun yang ada di desa 
Laikang itu.” 

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 Juni 
2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 
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Lampiran 12: Daftar Jawaban Wawancara dalam proses pelaksanaan, Desa Laikang 

TAHAP PELAKSANAAN 

NO. PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 

1. 

Bagaimana 
mekanisme 
proses pencairan 
dana desa? 
 

“Pertama pencairan ADD itu ada 4 tahap, triwulan satu triwulan dua triwulan 
tiga triwulan empat. Dan untuk dana desa itu ada tiga tahap, tahap satu 40% 
dari dana desa, terus tahap dua 40% lagi dari dana desa dan terakhir untuk 
tahap tiga itu 20%. Dan itu sebelum kita minta dananya untuk tahun pertama 
tentunya kita akan musyawarahkan dulu, kita duduk bersama, yang mana 
yang paling diprioritaskan kita cairkan dulu dananya untuk kita gunakan di 
desa untuk membangun.”  

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 

“Mekanisme pencairan dana desa kan ada aturan baru, pencairan pertama 
40%, 40%, terus 20%. Nah pencairan pertama kan syaratnya APBDesa, 
RKP, sama Realisasi tahun kemarin. Nah itu yang diajukan terus kita lihat 
apa-apa saja yang diminta dalam dana desa itu dengan melihat apa yang 
prioritas dan apa yang paling dibutuhkan.” 

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

 “Proses pencairan dana desanya ini, itukan semua usulan semua sudah 
finalisasi artinya disini BPD sudah menandatangani bahwa inilah anggaran 
dana desa yang akan dikelola oleh desa. Setelah itulah masuk ke pencairan.”  

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 Juni 
2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 

 

2. 

 

 

Bagaimana peran 
pemerintah desa 
dalam mendukung 
keterbukaan dan 
penyampaian 
informasi secara 
jelas kepada 

“Kita sebagai kepala desa itu harus transparan harus terbuka di setiap hal-hal 
atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa. Jadi tentunya saya selaku 
pemerintah atau selaku penanggung jawab kepala desa tentunya akan selalu 
terbuka atau transparansi untuk segala hal yang menyangkut pembangunan 
di desa. Kemudian juga termasuk semua perangkat desa harus transparan 
dalam menjalankan tugas-tugas dan menjelaskan ketika ada suatu kegiatan 
yang kita lakukan dan tentunya kita juga semua kegiatan, sejumlah dana 

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 
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 masyarakat dalam 
proses 
pelaksanaan 
program dan 
kegiatan yang 
didanai dari dana 
desa? 

 

desa untuk satu tahun, itu dipajang depan kantor yang dinamakan papan 
transparansi.”  

“Setiap program yang akan dikerja selalu dirapatkan, yang mana duluan yang 
diminta dengan melibatkan BPD, kepala dusun, dan beberapa tokoh 
masyarakat. Terus pelaksanaannya yang fisik, yang kerja itu orang dekat-
dekat situ yang kami anggap warga miskin.” 

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Untuk sementara ini dalam mendukung transparansi saya lihat itu memang 
suatu keharusan adalah membuat baliho besar namanya transparansi papan 
bicara. Disamping itu ada papan bicara, masyarakat juga bisa mengakses 
informasi itu melalui kantor desa. Ada memang hal-hal yang kita tidak publis 
secara umum seperti papan bicara misalnya kayak mengenai data-data 
penerima PKH, semua itu kita bisa akses, terbuka lebar untuk Desa Laikang.” 

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 Juni 
2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 

 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bagaimana 
melaksanakan 
prinsip 
akuntabilitas 
dalam tahap 
pelaksanaan dana 
desa? 
 
 
 
 
 

“Akuntabilitasnya itu segala sesuatunya dari dana desa itu dikerja dan 
disusun oleh kaur keuangan dan setelah itu barulah diserahkan ke masing-
masing seksi atau kaur untuk diverifikasi dan kemudian setelah semuanya 
sudah cocok itu baru kita tanda tangani bersama.”  

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 

“Prinsip akuntabilitasnya yaitu kita susun laporan sesuai dengan kebutuhan, 
apa-apa saja yang dikerja, hasilnya kita serahkan ke BPD untuk di cross 
check melalui sekretaris desa apakah laporan sudah selesai atau belum. 
Terus habis itu kita laporkan ke kecamatan mengenai hasil sebagai 
perpanjangan tangan dari Bupati. Laporan sekarang itu perbulan. Yang 
jelasnya kita laporan itu sekarang perbulan, terus misalnya anggaplah jalan 
tani tidak selesai dalam satu bulan, nah dalam satu bulan itu apa-apa saja 
yang kita belanja itu yang dilaporkan walaupun tidak selesai yang jelasnya 
dalam periode satu bulan itu yang dilaporkan.”  

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Ya itu tadi prinsipnya, pertama harus ada keterbukaan dulu. Setelah ada 
keterbukaan bagaimana ini semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu 

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 Juni 
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semua lembaga yang ada di desa harus berjalan sesuai dengan tupoksinya 
masing-masing. Terakhir itu adalah semua aparat harus mempunyai nilai 
kejujuran.” 

2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa saja program 
pemberdayaan 
masyarakat yang 
didanai oleh 
desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jenis programnya itu ya termasuk karena di desa laikang itu mayoritas 
petani, petani laut sama petani darat, jadi kebanyakan itu kita prioritaskan 
untuk pemberdayaan yang paling dibutuhkan oleh petani di laut seperti tali 
rumput laut untuk petani rumput laut, perahu fiber digunakan untuk 
menangkap ikan atau rumput laut, ada pelampung sebagai alat pengaman, 
ada jaring atau pukat. Terus petani yang di sawah atau di ladang kita bagikan 
alat tanam atau yang sekarang disebut odong-odong, ada juga handsprayer 
(alat semprot). Terus pemberdayaan lainnya itu ada juga untuk pengusaha-
pengusaha minuman dingin yang kita bagikan tempat-tempat menjual 
minuman dingin. Ada juga kita bagikan mesin jahit untuk warga yang memiliki 
keterampilan menjahit.”  

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 

“Program pemberdayaan masyarakat yang didanai dana desa, pertama 
pengadaan perahu fiber dan mesinnya yang perahu yang ke laut, terus 
pengadaan alat semprot manual yang untuk petani, terus pengadaan 
gerobak tempat usaha untuk minuman dingin, terus pengadaan alat tanam 
jagung yang didorong-dorong itu alat tanamnya, pengadaan tali untuk rumput 
laut, terus ada juga bantuan perbaikan rumah yang kami anggap layak untuk 
diperbaiki.” 

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Program pemberdayaan yang didanai oleh desa, pertama itu adalah 
pengadaan alat tangkap perikanan dan kelautan karena kita kan laikang itu 
lebih banyak wilayah lautnya daripada daratannya. Salah satunya adalah 
bantuan meteran untuk para pembudidaya lobster, kemudian bantuan 
pengadaan perahu, tali. Ini juga bantuan alat untuk jual-jualan eskrim dan 
masih banyak lagi.”  

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 Juni 
2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 
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Lampiran 13: Daftar Jawaban Wawancara dalam proses pertanggungjawaban, Desa Laikang 

TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN 

NO. PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 

1. 

Bagaimana 

pemerintah desa 

melaksanakan prinsip 

akuntabilitas dalam 

tahap 

pertanggungjawaban? 

“Ya dalam pertanggungjawaban akuntabilitas itu dengan cara kita selalu 
mengontrol dana desa atau ADD yang telah kita gunakan selama berapa 
bulan berjalan. Jadi disetiap itu kita mengontrol apa-apa saja yang sudah 
kita belanjakan dan masih tersisa. Apalagi sekarang kita sudah pakai 
aplikasi jadi ketika dana itu sudah digunakan, berapa yang sudah terpakai, 
berapa yang sudah tersisa, dan itu bisa kita control melalui sistem atau 
aplikasi.” 

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 

“Dalam pertanggungjawabannya itu, pertama anggarannya kita transfer ke 
toko penyedia, terus abis itu kami laporkan ke BPD sebegini harga per 
unitnya, terus kita susun laporannya mulai dari SPPnya, kwitansi, bukti-
bukti pendukungnya lain-lain termasuk foto, SK penerima.”  

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Pertanggungjawaban yang kami dari BPD selalu minta adalah laporan 
setiap triwulan. Jadi memang itu ada kita selaku BPD selalu berkoordinasi 
tentang sejauh mana penggunaan dan desa. Nanti di akhir tahun, baru kita 
mengundang semua masyarakat untuk menyampaikan bahwa inilah 
realisasi penggunaan dana desa yang dikelola oleh desa Laikang selama 
satu tahun. Jadi sebelumnya juga itu dilampirkan bahwa ini 2018, 2019, ini 
tahun 2020 supaya bisa masyarakat lihat perbandingannya. Begitu juga 
penerima manfaatnya harus jelas berapa orang yang sudah menerima 
manfaat dari dana desa itu, jadi itu jelas, kami punya dokumennya semua 
itu, BPD dikasih.”  

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 
Juni 2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 
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2. 

 

 

 

Apa saja jenis 

pelaporan yang dibuat 

oleh pemerintah 

desa? 

 

“Jenis laporan itu dari BKU, buku pembantu pajak, register SPP, rekap 
pajak, buku kas tunai, buku catatan harian kecil untuk bendahara, realisasi 
per kegiatan, buku bank ada, insya Allah lengkap karena kita pakai 
aplikasi, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ada semua disitu.” 

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Jenis pelaporan yang kami terima itu yang resmi adalah pelaporan di 
akhir satu kali satu tahun, laporan realisasi anggran. Jadi sebelum 
realisasi, kami terima dulu dokumennya, sambil berjalan tetap kami juga 
minta tapi belum berbentuk laporan secara legalitas. Tetap kami ada 
dokumen bahwa inilah yang akan dikerjakan oleh desa, setiap bulan kita 
juga selalu monitoring itu kegiatan seperti apa perkembangannya. Jadi 
disini kan prinsipnya kita BPD adalah mitra kepala desa, selaku mitra kita 
tidak punya hak untuk mengintervensi dari kebijakannya. Kita hanya 
melihat saja sebagai mitra.”  

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 
Juni 2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Apa kesulitan dari 

pemerintah desa 

dalam membuat 

pertanggungjawaban 

administrasi? 

 

 

“Saya rasa kalau masalah pertanggungjawaban tidak ada yang sulit ketika 
realisasi itu kita pergunakan atau dana yang kita gunakan itu kita sesuai 
dengan tupoksi atau tepat sasaran. Jadi saya rasa untuk 
pertanggungjawaban bagi saya itu merasa tidak begitu sulit setelah sekian 
lama saya menjabat.”  

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 

“Kesulitannya dalam membuat itu, pertama kita kan disini toko, kita 
utamakan toko lokal yang penyedia bahannya, nah kebanyakan toko lokal 
ini dia belum punya rekening, rekening bank sementara kita harus transfer. 
Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah nota. Kadang kan di toko 
lokal itu dia tidak potong pajak, dia istilahnya terima langsung padahal kita 
kan sebenarnya harus bayar pajak, nah itu kesulitannya, jadi kita harus 
cerita ulang ke tokonya sebegini harga tokota, sebegini pajak yang harus 
kami bayar, kami includekan di nota. Nah itu yang kadang jadi masalah. 

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 
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Kadang ada toko tidak mau, sementara kita harus bayar pajak di desa jadi 
otomatis kan include di kwitansinya, nah itu yang biasa jadi kendala jadi 
kita cari toko yang mau bayar pajak begitu.”  

“Kesulitan itu hampir semua desa mengalami. Takalar, kalau dianggarkan 
tahun ini bulan ini, itu rata-rata cairnya bulan lima, jadi itu salah satu 
kelemahan. Harusnya kita sudah bergerak di bulan dua, tapi dana keluar 
di bulan tiga. Itu salah satu kelemahan kita, anggaran tidak tepat sesuai 
dengan bulan yang sudah direncanakan, selalu molor. Itu dari sisi 
anggaran ya, kalau SDM saya liat sekarang itu ya meskipun hampir saya 
katakana disini itu adalah 50% orang baru, tapi secara kualitas dari segi 
SDMnya diatas rata-rata.” 

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 
Juni 2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Bagaimana 

mekanisme proses 

pelaporan? 

 

“Mekanisme proses pelaporan itu pertama kan kita bikin LPJnya, kita 
sampaikan ke sekretaris untuk diverifikasi, sampaikan ke kecamatan, arsip 
juga ke BPD. Jadi semua yang wajib dapat arsip kita kasih. Tapi kan LPJ 
tidak semua orang bisa audit, itu ada tim khususnya yang bisa audit LPJ 
kami, itu dari inspektorat. Jadi setiap itu yang mau audit LPJ harus ada izin 
dulu dari inspektorat sehingga LPJ kami bisa dibuka-buka. Langsung 
kesini, akhir tahun itu tahun berjalan ada.”  

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

 

5. 

 

Apakah semua yang 

direncanakan sudah 

sesuai dengan hasil 

“Betul sekali, karena seperti yang diketahui bahwa semua yang dilakukan 
di desa itu berdasar dari hasil musyawarah, hasil dari kata sepakat semua 
yang ada di desa, jadi semua yang kita lakukan itu memang betul-betul 
sesuai dengan juknis.”  

Syafaruddin, Kepala 
Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
13:05 menit 
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pelaksanaan program 

dana desa? 

 

“2019 kemarin itu ada beberapa kegiatan yang di SILPA kan, termasuk 
kader pendidikan kemarin kita anggarkan di APBDesa ternyata tidak ada 
kader pendidikan itu yang jadi SILPA. Ada juga SILPA kemarin misalnya 
kan ada kegiatan fisik, anggaplah anggarannya 500 juta, setelah kami 
kerja anggarannya cuma 490, otomatis kan sisanya jadi SILPA. Kalo 
fisiknya Alhamdulillah selesai.” 

Muh. Saleh, Kepala 
Urusan Keuangan, pada 
tanggal 9 Juni 2020, 
lama waktu wawancara 
09:52 menit 

“Jadi hasil dari musyawarah desa itu, itulah yang akan dikerjakan oleh 
desa, dan apa yang sudah kita bicarakan kadang juga tidak semua 100% 
itu di realisasi. Realisasinya bukan karena apa, karena waktu kadang 
disitu tidak bisa terealisasi semua, pasti ada yang tertinggal. Itupun yang 
akan menjadi SILPA. SILPA itu tetap desa masih bisa ambil itu tapi 
setelah anggaran setelah tahun berikutnya baru bisa diambil. Harus 
dilaporkan, tapi uang itu tetap berada di kas desa. Habis di ketok palu baru 
bisa cair itu, tapi itu tetap menjadi hak desa.”  

Musmulyadi, Sekretaris 
BPD, pada tanggal 9 
Juni 2020, lama waktu 
wawancara 12:34 menit 
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Lampiran 14: Daftar Jawaban Wawancara dalam proses perencanaan, Desa Bontokaddopepe 

TAHAP PERENCANAAN 

NO. PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 

1. 

Apakah proses 
perencanaan 
sudah transparan? 
Bagaimana 
pemerintah desa 
mewujudkan 
prinsip 
transparansi dan 
partisipasi? 

“Pada dasarnya mulai dari perencanaan itu melibatkan semua, baik dari 
anggota masyarakat, baik daripada BPD, LPM, itu dilibatkan dalam 
perencanaan.”  

M. Harahap, Kepala 
Desa Bontokaddopepe, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 08:37 menit 

“Kalau disini memang saya sebagai ketua LPM selama ini saya menganggap 
transparansi pihak desa itu sangat terbuka. Kenapa saya katakana begitu 
karena setiap kegiatan itu selalu didahului dengan musyawarah desa. Baik itu 
dalam pelaksanaannya ataupun pada saat perencanaan bahkan pada 
setelah pekerjaan itu selesai dilakukan laporan pertanggungjawaban itu 
sangat transparansi sekali karena selalu dilibatkan beberapa tokoh 
masyarakat dalam sebuah forum.” 

H. Irwan .B, Ketua LPM, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 06:33 menit 

“Kalau yang saya lihat untuk di desa saya itu dan mungkin secara umum di 
Galesong Utara memang sudah transparan. Buktinya karena mulai dari 
penggalian gagasan sampai di pertanggungjawaban realisasi itu selalu 
dibuatkan forum musyawarah desa. Jadi mulai dari musyawarah di dusun, 
musyawarah di desa, itu memang betul-betul murni dari masyarakat.”  

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 

 

2. 

 

Bagaimana 
mekanisme tahap 
perencanaan 
penggunaan dana 
desa? 

“Ada kan namanya musyawarah dusun, jadi pihak pemerintah desa 
mengundang masyarakat yang berada di dusun itu. Usulan-usulan dari dusun 
masing-masing itu yang dibawa masuk dari musyawarah dusun dibawa 
masuk ke musyawarah desa. Disini musyawarah desa yang tetap dihadiri 
oleh lembaga yang ada di desa termasuk LPM, termasuk PKK, termasuk 

M. Harahap, Kepala 
Desa Bontokaddopepe, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 08:37 menit 
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 BPD, jadi BPD itu tetap ikut karena itu mutlak. Kemudian selalu ada 
perwakilan dari warga masyarakat itu baik dari tokoh agama, tokoh pendidik, 
ada semua. Nanti di desa itu dibuat rencana APBDesa-nya. Kalau telah 
selesai baru diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi. Nanti itu baru balik ke 
desa, dimusyawarahkan lagi untuk penetapan.”  

“Mekanismenya itu ada beberapa hal. Yang pertama melakukan musyawarah 
desa dan yang diundang itu hampir semua lembaga desa dan perwakilan 
tokoh masyarakat. Selanjutnya kalau habis musyawarah desa itu, ada 
tahapan rancangan RKPDes. Selesai rancangan RKPDes biasa satu minggu 
itu ada penetapan RKP. Setelah penetapan RKP, diberi waktu biasa dua 
bulan paling lambat itu masuk dirancangan APBDesa. Rancangan APBDesa 
disitulah yang terpilah dari RKP yang akan dikerjakan. Disitulah dirancangan 
APBDesa yang paling skala prioritas yang mau dikerjakan di tahun anggaran 
yang akan berjalan, disitulah yang akan realisasi untuk penganggarannya. 
Jadi selanjutnya biasa satu minggu atau dua minggu itu sudah penetapan 
APBDesa.” 

Abd. Rasyid, Sekretaris 
Desa, pada tanggal 22 
April 2020, lama waktu 
wawancara 05:09 menit 

“Kalau mekanisme tahap perencanaan itu, selain kita mengambil aspirasi dari 
masyarakat per dusun, kita melakukan musyawarah desa kemudian 
diundang semua unsur mulai dari lembaga kemasyarakatan yang ada di 
desa, kelompok perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk 
kalangan disabilitas ada juga usulan khusus dari kalangan disabilitas yang 
ada di desa.” 

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 
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3. 

 

 

 

Siapa yang hadir 
dalam 
musyawarah? 

 

 

“Terutama yang hadir adalah ketua BPD dan anggota, kemudian ketua LPM 
dan anggota, kemudian seluruh kepala dusun, tokoh masyarakat, iman desa, 
iman dusun, tokoh pemuda, karang taruna, semua dilibatkan.” 

H. Irwan .B, Ketua LPM, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 06:33 menit 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana 
pemerintah desa 
menanggapi dan 
mengakomodir 
segala masukan 
dari peserta 
musyawarah? 

 

 

“Kalau memang kita lihat masukan, masukan itu banyak. Cuma kita lihat dari 
skala prioritas yang paling mendesak dimasyarakat dan dikondisikan dengan 
ketersediaan dana yang ada, baik itu yang bisa dialokasikan dengan ADD 
maupun Dana Desa.”  

M. Harahap, Kepala 
Desa Bontokaddopepe, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 08:37 menit 

“Desa itu sangat tanggap menerima informasi, saran, atau masukan dari 
masyarakat karena memang sudah selayaknya seperti itukan. Kami sangat 
merespon karena setiap yang diusulkan oleh masyarakat itu selalu mendapat 
tanggapan positif dari setiap pemerintah desa.”  

H. Irwan .B, Ketua LPM, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 06:33 menit 

“Ada tahapannya. Jadi sebelum masuk musyawarah itu yang dari 
masyarakat, kita catat semua, kita lihat skala prioritas karena kan kalau 
misalnya kita mau biayai semua pasti tidak mungkin dalam satu tahun jadi 
tetap kita lihat. Pemerintah desa turun ke masyarakat yang mana yang paling 
prioritas yang harus segera diwujudkan.”  

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 
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Lampiran 15: Daftar Jawaban Wawancara dalam proses pelaksanaan, Desa Bontokaddopepe 

TAHAP PELAKSANAAN 

NO. PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 

1. 

Bagaimana 
mekanisme 
proses pencairan 
dana desa? 
 

“Mekanismenya untuk proses pencairan dana desa itu yang persyaratannya 
itu seperti dokumen RKP, APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban akhir 
tahun, itu kalau awal pencairan. Itu melalui desa bermohon untuk pengajuan 
pencairan ke kecamatan terus kecamatan membuatkan pengantar atau 
permohonan ke bupati cq kantor BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah).”  

Abd. Rasyid, Sekretaris 
Desa, pada tanggal 22 
April 2020, lama waktu 
wawancara 05:09 menit 

“Kalau proses pencairan dana desa menurut pengamatan saya ya desanya 
kan didahului dengan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan, 
kemudian tiap desa melakukan pengajuan untuk proses pencairan.” 

H. Irwan .B, Ketua LPM, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 06:33 menit 

“Kalau pencairan dana desa, setelah RAPBDesa ditetapkan menjadi 
APBDesa, pihak pemerintah desa mengajukan pencairan ke kabupaten. 
Tentang alur pencairannya kita tidak terlalu paham, cuma pada saat 
pencairan kita tahu masyarakat tahu terutama BPD tahu bahwa misalnya 
triwulan satu itu sudah cair sebanyak sekian dengan jumlah nominalnya.” 

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 
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2. 

 

 

 

Bagaimana peran 
pemerintah desa 
dalam mendukung 
keterbukaan dan 
penyampaian 
informasi secara 
jelas kepada 
masyarakat dalam 
proses 
pelaksanaan 
program dan 
kegiatan yang 
didanai dari dana 
desa? 

“Kalau yang saya lihat di desa Bontokaddopepe itu Alhamdulillah pemerintah 
desa cukup mendukung transparansi dan keterbukaan itu dengan misalnya 
ada disediakan baliho papan bicara yang dia tampilkan itu misalnya triwulan 
satu cair begini, penggunaannya begini.” 

M. Harahap, Kepala 
Desa Bontokaddopepe, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 08:37 menit 

“Saya kira sangat terbuka karena seluruh pertanggungjawaban dari hasil 
kegiatan oleh pemerintah desa itu selalu di pertanggungjawabkan di muka 
forum dan diundang seluruh perwakilan tokoh masyarakat, dalam 
pelaksanaannya juga begitu, selalu dikerjakan dengan melibatkan 
stakeholder yang ada di desa.” 

H. Irwan .B, Ketua LPM, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 06:33 menit 

 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bagaimana 
melaksanakan 
prinsip 
akuntabilitas 
dalam tahap 
pelaksanaan dana 
desa? 
 
 
 
 
 

“Saya lihat ini akuntabilitasnya kepada masyarakat diluar kana da papan-
papan bicara itu, misalnya ada yang diprogramkan dulu itu di APBDesa tapi 
tidak terlaksana kan ada juga penjelasan disitu, dana yang dibutuhkan 
sekian, terealisasi sekian, sisa dana sekian, dana yang terserap ada diluar 
papan bicara itu.”  

M. Harahap, Kepala 
Desa Bontokaddopepe, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 08:37 menit 

“Sesuai dengan petunjuk regulasi yang diikuti.”  

Abd. Rasyid, Sekretaris 
Desa, pada tanggal 22 
April 2020, lama waktu 
wawancara 05:09 menit 

“Prinsip akuntabilitasnya saya lihat dengan melibatkan banyak unsur 
dipengerjaannya. Jadi memang dari tiga dusun itu semua keterlibatannya 
mulai dari kepala dusunnya, masyarakat yang mau bekerja, kemudian 
diawasi langsung kita juga BPD turut serta mengawasi langsung 
pelaksanaannya.”  

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa saja program 
pemberdayaan 
masyarakat yang 
didanai oleh 
desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kalau selama saya sih ada beberapa kegiatan, terutama yang saya anggap 
Alhamdulillah dianggap seluruh masyarakat itu sukses itu program budidaya 
tanaman hidroponik.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Laikang, pada 
tanggal 15 Juni 2020) 

H. Irwan .B, Ketua LPM, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 06:33 menit 

“Kalau program pemberdayaan itu misalnya dari pelatihan-pelatihan untuk 
kelompok pertukangan, kelompok penanam sayur, karena kan disini ada 
ditetapkan sebagai desa hidroponik jadi banyak kelompok-kelompok yang 
menanam sayur hidroponik, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang menjual itu 
dibuatkan lapak jadi mereka berkumpul disitu menjual, jadi semua tempatnya 
itu berasal dari dana desa. Sekarang dia menjadi bagian dari unit usahanya 
BUMDes jadi mereka mitra dengan BUMDes, ibu-ibu yang menjual kue, 
menjual apang, menjual es kelapa muda, itu dari dana desa semua. Ada juga 
hidroponik ada greenhouse dibuatkan dari dana desa jadi semua masyarakat 
misalnya yang mau pembibitan disitu, mau pengetahuannya disitu, tapi masih 
terkhusus untuk desa sini.” (Hasil wawancara dengan Ketua BPD, pada 
tanggal 25 April 2020 

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 
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Lampiran 16: Daftar Jawaban Wawancara dalam proses pertanggungjawaban, Desa Bontokaddopepe 

TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN 

NO. PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 

1. 

Bagaimana 
pemerintah desa 
melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dalam 
tahap 
pertanggungjawaban? 

“Saya lihat itu dari anggaran yang diajukan tarulah misalnya anggarannya 
yang diajukan dalam satu pekerjaan 10 juta, ternyata yang terserap hanya 
8 juta, tetap dia tampilkan SILPA-nya ada. Jadi saya anggap ini sudah ada 
upaya bahwa menuju ke transparansi yang benar-benar karena biasanya 
kita lihat kerja ini tapi mungkin ada yang masuk kan dana yang 
dianggarkan tidak terserap semua, itu jadi SILPA dan dia munculkan.”  

M. Harahap, Kepala 
Desa Bontokaddopepe, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 08:37 menit 

“Dalam setiap triwulan itu sebelum dia melanjutkan untuk pencairan 
triwulan berikutnya, pihak pemerintah desa selalu mengadakan 
musyawarah desa untuk pertanggungjawaban. Selain itu, diakhir tahun 
anggaran ada musyawarah desa khusus untuk melaporkan realisasi apa 
yang dikerjakan tahun ini.” 

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 

 

2. 

 

 

Apa saja jenis 
pelaporan yang dibuat 
oleh pemerintah 
desa? 

 

“Jenis pelaporannya yang sekarang kita memakai aplikasi Sistem 
Keuangan Desa (SISKEUDES). Jadi di aplikasi Sistem Keuangan Desa 
(SISKEUDES) itu sesuai dengan aplikasi yang dikeluarkan oleh BPKP 
pusat, jadi itu yang dipakai untuk pelaporan bendahara. Kalo aplikasi ada 
dua, ada operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), ada untuk 
pembukuannya kaur keuangan (bendahara).” 

Abd. Rasyid, Sekretaris 
Desa, pada tanggal 22 
April 2020, lama waktu 
wawancara 05:09 menit 
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“Yang saya tahu itu yang dipaparkan itu saya anggap memang sudah 
transparan sekali karena di laporan pertanggungjawaban yang dipaparkan 
pada saat musyawarah desa itu mulai dari misalnya di dana kegiatan itu 
berapa dananya kemudian bagaimana rincian-rincian penggunaannya, jadi 
saya anggap memang transparansi sekali.”  

H. Irwan .B, Ketua LPM, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 06:33 menit 

“Pelaporannya kepada masyarakat bahwa yang realisasi untuk tahun ini, 
ini dengan penganggaran begini, kemudian laporan SILPA, SILPA itu 
dalam artian dana yang tidak terpakai atau dana yang kelebihan itu dia 
laporkan juga di musyawarah desa.”  

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa kesulitan dari 
pemerintah desa 
dalam membuat 
pertanggungjawaban 
administrasi? 

 

 

 

 

“Kalau saya lihat ini dari Sumber Daya Manusia yang ada disini, ini perlu 
peningkatan SDM. Ada beberapa cara yang kami berikan itu, termasuk 
penggunaan IT tetap kami berikan bimbingan. Tapi kalau memang pihak 
pemerintah kabupaten memberikan kita kewenangan untuk memberikan 
pelatihan kepada perangkat dari kita sendiri dan mencarikan narasumber 
yang memang berkualitas dan itu bisa berkelanjutan. Setelah memberikan 
pelatihan harus ada follow up. Jadi misalnya pelatihan peningkatan 
sumber daya manusia perangkat desa, berarti outputnya yang diharapkan 
apa. Kalau misalnya semua perangkat desa bisa meningkatkan 
kemampuan IT-nya, dari segi penggunaan aplikasi dan seterusnya harus 
tercapai, dan ini harus dievaluasi apa betul outputnya segitu atau memang 
selesai pelatihan tidak ada tindak lanjut.”  

M. Harahap, Kepala 
Desa Bontokaddopepe, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 08:37 menit 

“Kalau yang saya perhatikan, yang kadang menjadi kendala mungkin 
koordinasi saja terkait masalah sistem pelaporannya yang kadang-kadang 
agak ada yang kurang jelas itu mungkin perlu dikoordinasikan ulang.” 

H. Irwan .B, Ketua LPM, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 06:33 menit 

“Kalau saya lihat Alhamdulillah di desa kami itu tidak terlalu signifikan itu 
kendalanya, karena saya dengar-dengar juga beberapa tahun ini desa 

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
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Bontokaddopepe itu selalu dianggap bahwa salah satu yang punya 
administrasi terbaik di kabupaten Takalar.”  

April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Bagaimana 
mekanisme proses 
pelaporan? 

 

“Mekanisme pelaporan itu kalau sudah terangkummi, di tata usahakanmi 
sama kaur keuangan, akan dimusyawarahkan semua laporan pekerjaan 
mana yang sudah terlaksana, berapa sisa anggarannya, dan itumi yang 
dikatakan laporan realisasi akhir tahun APBDesa.”  

Abd. Rasyid, Sekretaris 
Desa, pada tanggal 22 
April 2020, lama waktu 
wawancara 05:09 menit 

“Pemerintah desa membuat laporan realisasi kemudian dibuatkan 
musyawarah desa, kemudian dibacakan disitu, kemudian semua laporan 
realisasinya itu dikirimkan masing-masing ke lembaga desa termasuk 
BPD.” 

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah semua yang 
direncanakan sudah 
sesuai dengan hasil 
pelaksanaan program 
dana desa? 

 

 

“Kalau saya lihat kan ada banyak faktor. Sebagian besar bisa, utamanya 
fisik itu bisa. Tinggal begini, misalnya jalanan, fisik jalan. Kalau pihak 
pemerintah desa seharusnya bekerja sama dengan BPD membuat suatu 
perdes tentang kendaraan yang lewat di jalanan yang kita buat. 
Contohnya, kadang saya lihat kendaraan yang lewat itu sampai dia muat 8 
kubik, sementara ini jalan seharusnya jalan desa. Kalau dilindungi dengan 
perdes, bahwa maksimum kendaraan yang lewat sekian, maka otomatis 
fisik yang kita kerja ini bisa dimanfaatkan lama waktunya. Tapi kalau 
kendaraan yang lewat itu pengangkut tambang bisa over weight, ujung-
ujungnya unsur manfaatnya bagi masyarakat sangat singkat.”  

M. Harahap, Kepala 
Desa Bontokaddopepe, 
pada tanggal 22 April 
2020, lama waktu 
wawancara 08:37 menit 

“Biasa dalam perjalanan dalam satu tahun itu ada yang biasa sementara 
mau dikerja biasa pemilik lahan yang kendala itu tidak mau bebaskan 
lahannya, biasa kalau di fisik. Terus kalau misalnya kayak pelatihan-
pelatihan itu ada biasa juga kita dianggarkan awal karena tidak ada 

Abd. Rasyid, Sekretaris 
Desa, pada tanggal 22 
April 2020, lama waktu 
wawancara 05:09 menit 
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regulasi yang mengaturnya, tetapi diperjalanan ada yang mengatakan 
bahwa ini anggaran tersebut tidak bisa dianggarkan di dana desa, itu yang 
biasa dijadikan untuk APBDesa perubahan. Itu biasa regulasi lambat ke 
kami. Biasa dalam musyawarah kan kita pilah-pilah kebutuhannya 
masyarakat. Setelah dimasukkan ke rancangan APBDesa, itu biasanya di 
tim verifikasi memang di verifikasi karena sesuai dengan kemauannya 
masyarakat tapi pada saat berjalan 6 bulan mau dilaksanakan kita 
konsultasi ke pendamping apakah ini bisa, inimi yang dibilang jangan dulu 
pakai, dibuatkan APBDesa perubahan.” 

“kalau yang direncanakan memang biasa tidak semuanya terpenuhi. Tapi 
biasa juga lebih dari yang direncanakan, misalnya jalan tani yang 
direncanakan cuma sekian meter, tapi karena ada partisipasi dari 
masyarakat sehingga bisa lebih panjang. Begitu juga misalnya lampu jalan 
direncanakan sepuluh titik, tapi begitu kita lihat di masyarakat bahwa yang 
di butuhkan cuma sekian titik misalnya lima titik, tujuh titik, itu saja kita 
pakai supaya tidak mubazzir kita sesuai saja kebutuhan. Yang tidak 
terealisasi itu biasa faktor kebutuhan, kalau dianggap bahwa memang 
tidak terlalu butuh kalau kita bikin itu kita tidak bikin, tapi itu masuk di 
SILPA, jadi nanti di tahun anggaran berikutnya kita rencanakan yang 
belum kita buatkan diperencanaan yang belum sempat direalisasi.”  

Sudarmin Sunni, Ketua 
BPD, pada tanggal 25 
April 2020, lama waktu 
wawancara 10:45 menit 
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Lampiran 17: Surat Izin Melakukan Penelitian 
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Lampiran 18: Sampul Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  
          APBDesa Tahun 2019, Desa Laikang 
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Lampiran 19: Sampul Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Desa  
           Laikang 

 



139 
 

 
 

Lampiran 20: Sampul Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa),  
          Desa Laikang 
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Lampiran 21: Sampul Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  
          APBDesa Tahun 2019, Desa Bontokaddopepe 
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Lampiran 22: Sampul Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Desa  
          Bontokaddopepe 
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Lampiran 23: Sampul Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), 
           Desa Bontokaddopepe 

 


